PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Sutan Syahrir Nomor 2,Arut Selatan,Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74112
Telepon (0532) 21010, Faksimilie 21001, Laman kotawaringin barat kab go.id

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat
di -

Pangkalan Bun

Pangkalan Bun, 7 Oktober 2024

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.8.1.1/{12/ORG.I/X/2024

Jabatan Perangkat Daerah
Tahun 2024 Kabupaten
Kotawaringin Barat

No. Jenis Surat Yang Dikirim Banyaknya Keterangan
1. | Penyampaian Surat Keputusan 1 (satu) Disampaikan dengan
Bupati tentang Penetapan Peta eksemplar hormat sebagai bahan

lebih lanjut.

Terima kasih.

FREMERINTAHAN DAN KESRA,

>

KU ALISYAHBANA,
80730 198911 1 001



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 000.8.1.1/156/ORG.I/IX/2024

TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang :

Mengingat

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen  Pegawai  Negeri sipil, diperlukan
penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja, untuk jangka waktu 5
(lima) tahun per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas

kebutuhan,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Peta Jabatan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2539 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;



3.

10.

11,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037), sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peratauran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Analisis Jabatan dan Beban Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor

21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan Pegawai Negeri Sipil,

. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2021 Nomor 2);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 98);

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 90 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 90);

14. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun
2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pasar Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 50);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
28 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 28);

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

: Menetapkan Peta Jabatan Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin
Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini.

: Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

memuat informasi tentang:

a. susunan nomenklatur jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
jabatan Administrator, jabatan Pengawas, jabatan
Fungsional dan jabatan Pelaksana;

b. persediaan (bezzeting); dan

c. kebutuhan pegawai.

: Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan pedoman dalam penataan Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.



KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Setecnoer Joay

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- .“ BUDI SANTOSA



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PETA JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 000.8.1.1/156/0RG.I/1X/2024

TENTANG PENETAPAN PETA JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA
Eselon |l
SEKRETARIS
Eselon Il
JABATAN FUNGSIONAL |
Jabatan B K Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Subbagian Verifikasi dan Akuntansi JABATAN FUNGSIONAL
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya 0 1 Eselon IV Eselon IV Jabatan B K
Pembina Industri Madya 0 1 ] Perencana Ahli Muda 1
Penera Madya 0 1 JABATAN PELAKSANA JABATAN PELAKSANA Perencana Ahli Pertama 1 1
Pengawas Kemetrologian Madya ] 1 Jabatan Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama 1 1
Pengawas Koperasi Madya 0 e § Penelaah Teknis Kebijakan Penelaah Teknis Kebijakan
Analis Perdagangan Madya 0 1 Pengolah Data dan Informasi Pengolah Data dan Informasi JABATAN PELAKSANA
Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya 0 1 Pengadministrasi Perkantoran Pengadministrasi Perkantoran Jabatan B | K
Arsiparis Terampil Penelaah Teknis Kebijakan o] 1
Pengawas Keuangan Negara Pengolah Data dan Informasi o] 2
Pengadministrasi Perkantoran 0|1
KEPALA BIDANG INDUSTRI KEPALA BIDANG PERDAGANGAN KEPALA BIDANG KOPERASI KEPALA BIDANG UMKM KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR
Eselon Il Eselon Ill Eselon Il Eselon IIl Eselon Il
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL
Jabatan B | K Jabatan . B K Jabatan Jabatan Jabatan 3
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda 1 2 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahii Muda 1 1 Pengawas Koperasi Ahli Muda Analis Perdagangan Ahli Muda Analis Perdagangan Ahli Muda 3
Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama 0 | Panera Ahli Muda 1 1 Pengawas Koperasi Ahli Pertama Analis Perdagangan Ahli Pertama Analis Perdagangan Ahli Pertama 3
Pembina Industri Ahli Muda 0 1 Pengawas Kemetrologian Ahli Muda 1 1 Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda
Penera Ahli Pertama 2 2 Pengembang Kewlrausshaan Ahli Pertama Jabatan Pelaksana
JABATAN PELAKSANA Pengawas Kemetrologian Pertama 0 1 JABATAN PELAKSANA Jabatan L
Jabatan B K Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama 0 1 Jabatan JABATAN PELAKSANA Penelaah Teknis Kebijakan 3
Penelaah Teknis Kebijakan 0 3 Penelaah Teknis Kebijakan Jabatan Pengolah Data dan Informasi 3
Pengolah Data dan Informasi 0 3 JABATAN PELAKSANA Pengolah Data dan Informasi Penelaah Teknis Kebijakan | Pengadministrasi Perkantoran 3
|Pengadministrasi Perkantoran 0 3 Jabatan B K Pengadministrasi Perkantoran Pengolah Data dan Informasi Operator Layanan Operasional 51
Penelaah Teknis Kebijakan 1 3 Pengadministrasi Perkantoran Pengelola Umum Operasional 2
Pengolah Data dan Informasi 0 3




E IGAN :
= Jumish Pegawai yang Ada
(= Jumlah Kebutuhan Pegawai yang didapat dari Analisis Beban Kerja

Pengadrministrasi Perkantoran 2 3
Fasilitator Perdagangan 0 2
Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian 0 2
Kepala UPTD Pasar
Eselon IV

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Eselon IV

JABATAN PELAKSANA

Jabatan

Pengadministrasi Perkantoran

JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan

IF Anzlis Perdagangan Ahli Pertama

JABATAN PELAKSANA

Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengolah Data dan Informasi

Pengadministrasi Perkantoran

Operator Layanan Operasional

colo|lo|lo|w

Wik NN =
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PETA JABATAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KEPALA |
Eselon Il |
SEKRETARIS
Eselon Wl
IABATAN FUNGSIONAL l
Jabatun B K Kepala Subbagian Tata Ussha Kepala Subbagian Verifikasl dan Akuntans! JABATAN FUNGSIONAL
yuluh P agangan Madya 0 1 Eselon IV Esolon ¥ Jabutan Bl K
Pembina Industl Madya 0 1 I parancana AN Muca 1]
Penera Madya 0 - JABATAN PELAXSANA JABATAN PELAKSANA Perencana bl PuiTama 1]
Pengawas Kemetrologlan Madya o 1 Jabatan K Jabaton L] Pranata Komputer Ahli Pertama 1 1
|Pengawas Koperes Matyo o H Panelaah Toknis Kebijakan 1 Penelaah Taknis Kebijakan 1
Anulls Perdagangan Madya o 1 [Pengolah Duts dun Informast 2 Pangolah Data dar informan 1 JABATAN PELAKSANA
Pangembang Cewiravsshaan Ahk Madya 0 1 1 Pargadminatras erkantoran 2 Pergacminhtras Parkantoran 1 Jabstan LR
Arsiparis Teramgil 1 Penelaah Teknis Kebijakan 01
Pangaveis Kevangan Nogaca H Pengolah Data dan Informasi 0l2
Pengadministrasi Perkantoran 0l
KEPALA BIDANG INDUSTRY KEPALA BIDANG PERDAGANGAN KEPALA BIDANG KOPERASI KEPALA BIDANG UMKN KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PASAR
Eselon It Eselon i Eselon I} Eselon 1l Eselon W
) JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL TABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIOMAL JABATAN FUNGSIONAL
Jabatan 8|« inbatan » | oK Jabatan « | Jabatan Jabatan |«
" agargen ANl Mudy 142 ¥ dan Pardagengan Ahl Mude 1 1 Pengowas Koperasi AbN Muds 3 Anolia Pardgangan Ahli Muda Asishis Percagsngan Ahh Muga L 3
v dan Al Partama o 1 ‘ Penera AN Muda 1 1 [ Pangawas Kaperasi AhK Pertama { ] | Analis Perdagangan Al Pertama Anals Pertagangan Ahli Pertama ] 3
Pembina indstrr AN Muda EE ' Pengawas Kematralogan Ak Muca 1] 1 | Pangambang Kewiausahaan Anii Muda
! Prnera Ahll Peitama 2 2 Pengambang Kewirausabaan Ahll Pertama Iabatan Pelaksana
JABATAN PELAKSANA : Fengawes Kemetiologian Pertama 0 1 JABATAN PELAKSANA Jahatan K
Iobatan \ oK E Punyulsh Perindustilan dan Perdagangsn Perturms 0| 1 [ Jabatan [ JABATAN PELAKSANA Punelaah Teknis Kebijukan 3
Pecetoah Toknis Kebljaken lola ; F——— Kabijskan 3 Jabatan Pungoleh Dyta dan informisi a
Pecigolah Data dan Informasl o 3 { JABATAN PELAKSANA Pengolah Dats dan informasi L Penclaat Tokn:s Keb jaxan Pangadministrast Peckantoran 3
| Pengadministeast Perkantoran o 3 Sabatan L] I K :wlﬂnﬂ Perkantoran i 3 i Pangolah Data dan Informasi Oparator Layanan Operesional |
sanelaah Teknis Kenijakan 1] 8 e gaemimstrass Perkantoran Pengelats Umum Operasional | 2
Pungolah ata dan informasi 03
Pengadministrasi Perkartoran H : ]
Fasiitstor Pardagngen o | 2
‘Funolulh Fngembangan Jasa Sertiflkasi can Perguian e l 2




KETERANGAN ;
- 8= Jumlah Pegawal yang Ada
= K= Jumiah Kebutuban Pegawal yang didapat dari Analisis Beban Kerja

L
Kepaia UPTD Pasar

Eselon IV

il

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Eselon IV

| JABATAN PELAKSANA

Jabatan

L
{Pengadministrasi Perkantoran

JABATAN FUNGSIONAL

labatan

Analis Perdagangan Ahll Pertama

JABATAN PELAKSANA

Jabatan

Penelaah Teknis Kebijakan

Pengoiah Data dan informasi

Pengadministrasi Perkantoran

oloe|loje|w

Opérator Layanan Operasional
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